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SIARAN PERS
Sidang Ketiga TSM 01, Terlapor Bantah Semua Tuduhan Pihak Pelapor
Palu, 15 Desember 2020 – Bawaslu Sulteng telah menggelar sidang ketiga  Penanganan Pelanggaran Administrasi bersifat TSM (Terstruktur, Sistematis, dan Masif), Selasa (15/12/2020).

Dalam sidang yang mengagendakan jawaban pihak terlapor di pimpin oleh majelis pemeriksa Zatriawati dan anggota majelis Inong. Dalam sidang tersebut pihak terlapor secara tegas kuasa hukum pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Banggai nomor urut 2 Amirudin dan Furqanuddin Masulili membantah seluruh laporan yang diadukan oleh tim advokat Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat Dewan Pimpinan Daerah PDI-P Provinsi Sulawesi Tengah.

Badan Advokasi Hukum Partai NasDem Provinsi Sulawesi Tengah selaku kuasa hukum dalam jawaban secara tegas menyatakan bahwa dalil-dalil pelapor a quo tidak lebih daripada cerita fiksi yang dirangkai menjadi sebuah narasi berujung seolah terlapor secara nyata melakukan pelanggaran TSM.

Menurut terlapor “Surat Perjanjian Komitmen Sukseskan Pemenangan Calon Bupati Banggai Tahun 2020” dan “Surat Perjanjian Dan Komitmen Dukungan Sharing Daerah” tidak perna dibuat dan diterbitkan oleh terlapor.

Selanjutnya terkait pertemuan antara terlapor dengan 70 SDM PKH (Program Keluarga Harapan) di rumah salah satu ASN di Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai untuk merencanakan pemenangan terlapor sebagai calon bupati Banggai menurut kuasa hukum terlapor adalah fitnah dan rekayasa dari pihak pelapor karena pertemuan tersebut tidak perna ada sehingga terlapor meminta majelis pemeriksa untuk menolak dalil tersebut. 

Sehingga dalam petitum yang disampaikan dihadapan majelis pemeriksa kuasa hukum terlapor menolak seluruh laporan pelapor, meminta majelis menerima seluruh jawaban terlapor serta menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran TSM.

Sebelumnya, tim advokat Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat Dewan Pimpinan Daerah PDI-P Provinsi Sulawesi Tengah selaku kuasa hukum dari Rahmat Mohtar, Ariati B Laha dan Zulkarnain telah melaporkan calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Banggai nomor urut 2 Amirudin dan Furqanuddin Masulili ke Bawaslu Sulteng pada tanggal 4 Desember 2020. 
Pasangan calon tersebut diduga melakukan pelanggaran administrasi bersifat TSM yang diduga menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya dengan menerbitkan Surat Perjanjian Komitmen Sukseskan Pemenangan Calon Bupati Banggai Tahun 2020”, dan “Surat Perjanjian dan Komitmen Dukungan Sharing Daerah untuk mempengaruhi pemilih yang terjadi di 11 dari 23 Kecamatan di Kabupaten Banggai.
Bawaslu Sulteng kemudian menerima dan dicatatkan dalam buku register dengan nomor laporan: 01/Reg/L/TSM-PB/26.00/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020.
Tentang Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah
Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah merupakan Penyelenggara Pemilu yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemilihan Umum yang salah satu isinya menguatkan keberadaan Panwaslu Provinsi Sulawesi Tengah yang saat itu bersifat adhoc menjadi Badan permanen. Dalam perjalanannya Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah bertugas dan berwenang melakukan pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa proses Pemilu berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan UU Nomor 1 tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, danWali Kota.
Informasi lebih lanjut, hubungi Humas Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. Twitter :@bawaslu_sulteng, Instagram: bawaslu.sulteng, Fanpage Facebook: Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. Berkas dapat diunduh di website resmi: sulteng.bawaslu.go.id
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